QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang:a. bahwa dalam rangka mcndorong pertumbuhan ckonomi
melalui peningkatan inveslasi, perlu dilakukan
penyederhanaan proscs pelayanan kepada masyarakat dengan
melaksanakan penyelarasan dan penataan kembali organisasi
perangkat daerah vang ada di Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diangggap
tidak lagi sesuai untuk dapat mengakomodir seluruh
kepentingan penyelenggaraan pemcrintahan dalam Kabupaten
Nagan Raya sechingga perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dalam Qanun
Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Nagan Rava;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaga Negara Rcpublik Indoncsia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Ncgara Rcepublik
Indonesia Nomor 3041) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Ncgara
Republik Indunesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyclenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 3851);

3. Unciang-Undang Nomor 44 ‘Tahun 1999  tentang
Penyeienggaraan Keistimewaan Provinsi Dacrah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara ‘Tahun 1999 Nomor 172, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang........
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pcmbentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lembarar. Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pcmcerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor €2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketcrbukaan
Informiasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Ncinor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom~r 5038);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor &2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan "Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4585);

14, Peraturan....... .
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Peraturan Pemerintz}h Nomor 79 Tahun 2005 (cntang
Pedoman Pezmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan .Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembdran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Normor | Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penycbarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 -Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinen Terpadu Satu Pintu di Dacrah (Lembaran Ncgara
Republik "ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan
Lemtaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);

Qanun Aceh Nomor S Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Dacrah Acch Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Dacrah Tahun 2007 Nomor

38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

M(‘netapkan QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN
RAYA.

i . BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintahan........
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Pemcrfntahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  yang  dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten dan Devien Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerinta’n Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kabupaten Nagan Raya adalah unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang

terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan
-Raya.

Bupa‘i adalah Bupati M agan Raya.

- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sclanjutnya discbut
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan
Raya.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
yang terdiri dari Sekretariat Dacrah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Tcknis
Daerah, Sekretariat  Lembaga  Keistimewaan — Aceh,
Sekretariat KORPRI  Kabupaten dan  Kecamatan  di
lingkungan Femerintah Kabupaten Nagan Raya.

Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupeaten Nagan Raya.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah
Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sckda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Palayanan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan
Raya.

12. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

yang selanjutnya disebut BP2T-PM adalah bagian pcrangkat
daerah berbentuk Badan yang merupakan gabungan dari
unsur-unsur  perangkat  daerali  yang  mempunyai
kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman
modal.

13. Bagian adalah bagian pada BP2T-PM Kabupaten Nagan Raya

14. Bidang adalah Bidang pada Badan Palayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Rayi.

15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Palayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan
Raya.

16. Penanaman Modal adalah segala scsuatu bentuk kegintan

penariaman modal, baik olech penanaman modal  dalam
negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

17. Pelayanan Terpacu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu

perizinan dan non perizinan yang imcndapat pendclcgasian
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang
memiliki lkewenangan perizinan dan non perizinan yang
proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampal

17. Pelayanan........
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dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu
tempat.

18.1zin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau

badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.

19. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin
maupun tanda daftar usaha.

20. Non perizinan adalah scgala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal
sesuei dengan ketentuan peraaturan perundang-undangan.

21. Penyelenggaraan pelayanan  terpadu  adalah  kegiatan
_penyclenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke
tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam
satu pintu dan satu tempatd.

22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-
unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang
nempunydi kewenangan untuk memberikan pelayanan
perizinan.

23. Jabatan I'ungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Neger: Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksancan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsinnal pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wecwenaing dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok,
fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mcncapai
tujuan organisasi.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal.

BAD 111
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BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kcdudukan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Pclayanan Periz'nan Terpadu dan
Penanaman Modal, terdiri dari:
a. Kcpala Badan; "
b. Bagian Tata Usaha;
¢. Bidang Promosi, Informasi, Kerjasama dan Pcnanarnan
Modal;
Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
Bidang Pelayanan Terpadu;
Tim Tecknis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

mooa

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi:
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Nagan
Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran daii Qanun ini

Pasal 4

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung
Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perizinan terpadu
dan penar.aman modal.

(2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
dipimpin oleh scorang Kepala Badan yany I?erada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Bagian Tata Usaha sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. -

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada -dmawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuei dengan
bidang, tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimak.sud dalam Pasal
3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha.

(6) Tim Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab.kepada
Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang berkesesuaian.

BagianKedua.......
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Bagian Kedua : o
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenanga‘h Y.

Pasal 5

Badan Pelgyanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
mempunyal tugas pokok melaksanakan urusan pemerintaban
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
b1dapg penanaman modal dan menyclenggarakan pelayanan
administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip

kOOI'dII‘]ﬂSl, Integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan
kepastian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas szbagaimana dimaksud dalam Pasal
9, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal,
menyelenggarakan fungsi: '
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya;
penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan,
pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; g
pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan
perizinan -
perabinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengar. lingkup
tugasnya; dan ' ‘ :
h. p:zlaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ‘Modal
mempunyai kewenangan: :

a. memprnses pelayanan administrasi  perizinan dan non
perizinan, '
'menandatangani dokumen perizinan dan non perizinen;
menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
memproses pendaftaran penanaman modal, izin prinsip
penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal,
izin prinsip perubahan penanaman modal, izin wusaha
penanaman modal, izin usaha perluasan penanaman inodal,
izin usaha perubahan penanaman modal dan izin usaha
penggabungan penanaman modal; ;

e. menandatangani dokumen penanaman modal;

menangani pengaduan masyarakat; dan M
melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan - indeks
kepuasan masyarakat. ‘

-0 a0
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Untuk melaksanakan  kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan
dan non perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal. - '

Pelinpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah ganun ini diundangkan.
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Bagian Keliza
Tim Teknis
Pasal 8

Pada bidang Pelayanan Perizinan, bidang Investasi, Informasi,
Kerjasana dan Penanaman Modal, dan bidang Pendataan,
Pengawasan dan Pengaduan dibentuk Tim Teknis yang terdiri
dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang
mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan, yang diangkat dan diberhentikan dcngan';keputusan
Bupati.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
aparatur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang

mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan
bidangnya.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
kewenangan untuk memberikan perllmbangan teknis diterima
atau ditolaknya suatu permohonan perizinan; non perizinan dan
penanaman modal

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggung
Jawab kcpada Kepala Badan Pelayanan Perizinan ’I‘crpadu dan
Penanaman Modal melalui kepala bidang terkait. '

BAB 1V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior selaku ketua kelompok dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal, :

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan snfat, jenis,
dan beban kerja yang ada.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dllakukc.n sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi
dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Felayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menevapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuen organisasi
sesuai tugas dun fungsinya. '

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan
Pelayanan  Perizinan Terpadu aan Penanaman -~ Modal
bertanggung jawab memimpin dan  mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing serta mcmberikan bimbingan dan
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 11

Sctiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib meclaksanakan
tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing serta  menyampaikan laporan tepat pada
waktunya.

Scti‘ap laporan yang diterima olch pimpinan satuan organicasi
dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan
keputusan.

BAB VI
ESELON

Pasal 12

Kepala Badan Pelayanan Perizinan ‘Terpadu dan Penanaman
Modal merupakan jabatan struktural'esclon I b,

Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Model merupakan jabatan struktural
esclon 1l a.

Kepala Bidang pada Badan Pclayanan Perizinan Terpucdu dan
Penanaman Modal merupakan jabatan struktural esclon HI b.

Kepalu Sub Bagian pada Badan Pclayanan Perizinan Terpzdu dan
Penanaman Modal merupakan jabatan struktural esclon IV a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Qanun ini mulai berlaku mak::

18

Qanun Kapupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pembertukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 6),

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal
dan Penyclolaan Usaha Daerah sebagaimana cdiatur calam
Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Orpanisasi dan Tata Kcrja Lembaga Teknis Kabupaten
Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan
Raya Nomor 2),dicabut dan dinyatakar tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata
kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
diatur dengan Peraturar Bupad.

Pas=2l 15......
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Pasal 15

Qanun ini mnulai berlaku pada tangga! diundangkan. -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Qanun ini dengan  pencmpatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
ada tanpea] . ~3—Februari 2013 M
paca tangeal - 73 Rabiul Awal {434 H

(f(BUPATI NAGAN RAYA

Y
H. T. ZULKARNAINI
Diundangkan di : Suka Makmue

, al € Fcbruari 2013 M
pada tanzg " 2( Rabiul Awal 1434 H

SE TARIS DAERAH

Y KABU TW: RAYA,‘?‘

H. T. ZAMZAMI. TS

L“MBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 9

-
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN NAGAN RAYA

OENJELASAN UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
F,csiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
nrenanaman Modal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pengaturan K=lembaqaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan

dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor.

Dengan penetapan pembantukan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan
Pelizinan Terpudu dan Penanaman Modal diharapkan akan lebih meningkatkan dayaguna
dan hasilguna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat terutama

dalam bhidang perizinan

PEN.ELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

[Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pacal 4
i Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
s Cukup jelas

Pasal 7
A Cukup jelas

Pasal 8
CukKup jélas

Pasal 9

Cukup jelas
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Pacsal 10

Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR

-
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